ABSTRAK

Auliya Khairunnisa Shabira: PELAKSANAAN PENYELESAIAN
SENGKETA BATAS TANAH DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA
BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO 21 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Sengketa batas tanah kerap terjadi di Kota Bandung, tercatat dua puluh (20) dari
lima puluh (50) kasus sengketa pertanahan merupakan sengketa batas tanah. Diatur
dalam Pasal 21 Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa batas
tanah di BPN Kota bandung, bagaimana kewenangan BPN dalam pelaksanaan
penyelesaian sengketa batas tanah, dan bagaimana kendala-kendala hukum dan
Upaya-upaya hukum yang dialami BPN Kota Bandung dalam pelaksanaan
penyelesaian sengketa batas tanah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum, teori hukum
agraria, dan teori penyelesaian sengketa. Teori kepastian hukum digunakan oleh
penulis karena memfokuskan bagaimana suatu hak individu khususnya tanah
mendapat kepastian hukum sehingga terlindungi dari kesewenang-wenangan pihak
lain. Teori hukum agraria penulis gunakan karena untuk mengetahui kaidah-kaidah
hukum pertanahan di Indonesia yang diatur dalam UUPA. Teori penyelesaian
sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau
penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul di masyarakat, faktor
penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau upaya yang digunakan untuk
mengakhiri sengketa tersebut.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitiannya yaitu menggunakan metode
penelitian deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris.
Adapun sumber data yang digunakan yaitu dengan kajian Pustaka, studi
lapangan/observasi, serta melakukan wawancara kepada pihak terkait.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah di BPN Kota Bandung dihubungkan
dengan PERMEN ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan juga Kewenangan BPN Kota Bandung dalam
penyelesaian sengketa telah sesuai dengan peraturan yang ada dapat disimpulkan
belum sepenuhnya efektif karena tingkat keberhasilan daripada mediasi sebagai
penyelesaian sengketa batas tanah di BPN Kota Bandung masih tergolong rendah.
Adapun kendala-kendala dan Upaya-upaya hukum dalam pembahasan ini adalah
berkaitan dengan factor yang mempengaruhi terjadinya sengketa batas tanah serta
kendala dan Upaya BPN dalam menanggulanginya.

Kata Kunci: Sengketa, Batas Tanah, BPN Kota Bandung



